
SIMPOSIU M NASIONAL

NE FISIP UNTIRTA



PROCEEDING

SIMPOSIUM NASIONAL OTONOMI DAERAH:

Best Practices Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

)t



)iit

:

!
I
x
:
:
r,

i



PROCEEDING

SIMPOSIUM NASIONAL OTONOMI DAERAH:

Best Practices Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penerbit

FISIP Untirta
Dan

Laboratorium Administrasi Negara FISIP Untirta
Serang, 2011.

t iii ]



PROCEEDING

SIMPOSIUM NASIONAL OTONOMI DAERAH:

Best Practices Dalam Penyelenggaraan otonomi Daerah

Editor: Anis Fuad dan Abdul Hamid

Copyright O 2011 FISIP Untirta
Desain Sampul : Anis Fuad
Tata Letak : Anis Fuad

Penerbit FISIP Untirta

Cetakan Pertama: Mei, 2011

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

FISIP Untirta
Jl. Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Serang Banten
Http: / / trsip.untirta.ac.id, EmaiL fisipun@fisip.untirta.ac.id

)t

$
*

*
,.:

v

I
'i
c
3
:i
5

s

e:
.!

iv

1

a!
t
i
!

?

$

I
i

t

'6I
I
!
I
t
I
!
it

6t
!
t
t
T
I

I
0
I

I,
t
t
E
E

E

l
x

r
E

$

rt
r
li

t
:

*

i
i
?

i
)

;



KATA PENGANTAR

Sudah lebih dari sepuluh tahun kebijakan otonomi daerah diberlakukan
di Indonesia. Semenjak itu pula berbagai dinamika muncul dan
berkembang. Tujuan desentralisasi untuk mensejahterakan masyarakat
mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah.

Pemekaran, kisruh dan biaya tinggi pilkada, inefisiensi dan politisasi
birokrasi, serta munculnya raja-raja kecil di daerah menjadi perhatian
para pengamat dan ilmuwan yang mengamati otonomi daerah. Namun
tentu saja, otonomi tak sekedar menghasilkan keburukan. Kebijakan dan
inovasi yang terkategorikan best practices juga muncul di beberapa
daerah di Indonesia.

Tentu saja ada alasan mengapa yang dipilih adalah "best practices".
Simposium dan penerbitan buku ini dilandasi keinginan untuk
mengabarkan hal-hal baik dalam penyelen ggaraan otonomi daerah
ditengah maraknya kabar-kabar buruk tentang otonomi daerah.

Bagaimanapun otonomi daerah adalah "point of no retltrn,, sehingga
jikapun ada berbagai persoalan dan tantangan, solusinya adalah
memperbaikinya dan bukan kembali ke era sentralisasi. Karena itu,
buku ini diharapkan menjadi sarana untuk ber-otonomi dengan optimis.
Optimisme penting ditengah goyahnya keyakinan apakah desentralisasi
adalah jalan yang benar bagi bangsa ini. Sekali lagi jika memang
berbagai persoalan muncul dan berkembang di tengah pelaksanaan
otonomi daerah, maka kita sebetulnya sedang tersesat di jalan yang
benar.
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Buku ini menghimpun makalah-makalah yang dipresentasikan dalam
"Simposium Nasional Best Practices dalam Penyelen ggaraan Otonomi
Daerah di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lab Administrasi
Negara FISIP Untirta, 24-26 Mei 201 l.

Empat puluh pakar dari seluruh Indonesia dan juga Negara jiran
memaparkan gagasan dan hasil penelitiannya tentang pelaksanaan
otonomi daerah didalam buku ini. Berb agat isu dipotret, dikupas dan
dicarikan solusinya. Mulai dari kebijakan publik, inovasi,
pembangunan, politik lokal sampai pemberd ayaan masyarakat dan
penanganan kemi skinan.

Pada akhirnya, berbagai kajian dalam buku ini diharapkan menjadi
sarana sharing bagi akademisi dan praktisi sehingga best practices di
satu daerah dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Serang, 20 Mei 20ll
Lab Administrasi Negara FISIP Untirta,

Kepala,

Abdul Hamid
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URGENSI PUBLIC SERVICE MOTIVATION DALAM MEWUJUDKAN
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
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E-mail : ali@uum. edu. my

ABSTRAK

Pada hakikatnya PNS adalah orang-orang pilihan dan pengemban tugas dan tanggungjawab untuk memberikan
pelayanan publik yang prima kepada semua warga negara. Namun dalam kenyataannya banyak indikasi bahwa
sebahagian besar PNS tidak mampu memberikan pelayanan yang prima tersebut kepada warga negara secara
optimal. Diasumsikan bahwa hal ini antara lain erat kaitannya dengan motivasi yang rendah/buruk untuk
memberikan pelayanan publik pada saat mereka direkrut dan diseleksi menjadi PNS bahkan setelah menjadi
PNS. Makalah ini mencoba untuk mendiskusikan persoalan ini berdasarkan perspektif teoi Public Service
Motivation dalam konteks PNS di Indonesia dan memberikan altematif untuk mengatasi masalah "penyakit"
PNS tersebut di atas dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima di kalangan PNS pada masa )ang
akan datang. Uraian dalam makalah ini dibuat berdasarkan studi literature dan analisis berbagai hasil kajian para
peneliti pada berbagai instansi pemerintah di Barat. Public Service Motivation (PSM) sering didefinisikan
sebagai kecenderungan seorang individu dalam merespons motiv yang biasanya terdapat dan menjadi ciri khas
lembaga dan organisasi publik Teori PSM bisa memainkan peranan penting, secara teori dan praktis, dalam
manajemen pelayanan publik. Teori ini mengesankan bahwa pekerjaan publik seharusnya dipandang sebagai
pemenuhan panggilan jiwa dan tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan semata-mata.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipi!, Motivasi Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Pelayanan Prima

Proceeding SintposiLtnt Nosional Otottoni Daerah 201 l
LAB-ANE FISIP Untirto

1. PENDAHT]LUAII

Dalam pasal pasal 27 ayat 2 UUD RI 1945 telah
dimanatkan bahawa 'Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan". Ini berarti bahwa setiap warga
negara Indonesia yang memiliki kemampuan dan
keinginan bekerja memiliki hak untuk memperoleh
pekerjaan sesuai de,ngan kemampuan dan
keinginannya itu serta memperoleh imbalan atau
ganjaran yang layak bagi kehidupannyd. Setiap
wiuga negara lndonesia dapat menentukan sendiri
pekerjaan apapun yang diinginkannya sesuai dengan
kemampuannya masin g-masin g.

Salah satu pekerjaan png menjadi sasaran dan
keinginm warga negara itu adalah pekerjaan sebagai
PNS. Namun pekerjaan sebagai PNS bukanlatr
pekerjaan png ringan untuk diemban. Ia merupakan
pekerjaan png penuh tantangan, tugas png penuh
tangungiawab kepada masyarakat dan negara, serta
tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Artinya
orang{:mg png memiliki mentalitas k rja yarg
rendah atau buruk sebaiknya tidak usah bercita-cita
menjadiPNS.

Salah satu mentalitas kerja yang kurang baik
dan masih menggejala' di kalangan masyarakat

lSBN : 97 8 -60 2 -97 3 65-X-X

(agkatan kerja) Indonesia menurut Andi Hamzah
(1990) antara lain adalah keinginan bekerja instansi-
instansi publit sebagai Pegawai Negeri Sipil @NS),
dan eirggan bekerja di sektor produktif, seperti
sektor swasta atau wiraswasta. Keinginan bekerja di
instansi-instansi publik (PNS) ini sebenarnya
tidaklah jelek. Hanya saja yang menjadi persoalan
sekarang adalah bahawa kebanyakan orang menjadi
pegawai publik (PNS) di Indonesia lebih sering
dilandasi oleh orientasi dan mentalitas yang tidak
benar - hanya sekedar ingn hidup senang, dalam
artian bisa kerja ringan dan santai tapi mendapatkan
gaji rutin, tunjangan, p€nsiunan, dan fasilitas lainnya
secara gratis.

Menurut Fanani (2005), tingginya angka
pengangguran di lndonesia antara lain juga
disebabkan oleh persoalan mentalitas kerja yang
kurang baik dari para angkatan kerja. Sebagian
ralqat Indonesia, terutama yang terrnasuk angkatan
kerja, tidak memiliki mentalitas usahawan dan
sering terbuai oleh mitos "enakn1a. menjadi PNS".
Kebanyakan mereka lebih suka menggantungkan
nasib kepada pemerintah drn enggan bekerja secara
mandiri. Profesi PNS sering dipandang sebagai
sesuatu yang akan mampu menaikkan prestise

147)
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mereka dibandingkan dengan profesi lainnya.

Sehingga selama ini terlihat bahrva motivasi untuk

menjadi PNS di kalangan masyarakat Indonesia

sangat tinggi. Dari tahun ke tahun selalu terjadi

peningkatan jumlah pelamar yang sigrrifikan dalam

memperebutkan peluang untuk menjadi PNS.

Selain persoalan mentalitas kerja yang kurang

baik, persoalan lain yang juga menggejala di
kalangan para pekerja di Indonesia, terutama PNS,

adalah persoalan rendahnya kualitas pelayanan

publik oleh PNS. Persoalan rendahnya kualitas
pelayanan publik ini antara lain diduga ada

hubungannya dengan persoalan rendahnya motivasi
pelayanan publik Qtublic service motivation) di
kalangan PNS yang sudah barang tentu berkorelasi
pula dengan motivasi yang mereka miliki pada saat

mereka melamar atau direlcrut dan diseleksi marjadi
PNS. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan

mencoba untuk mengupas berbagai persoalan yang

menyangkut tentang "motivasi pelayanan publik

Qtublic service motivation) dan urgensinya dalam

rekutrnen dan seleksi CPNS". Hal ini antara lain
dimaksudkan untuk memberikan salah satu alternatif
dalam rangka peningkatan kualitas pelayan publik
yang prima di kalangan PNS, terutama dalam rangka

menunjang best practice dalam penyelenggaraan

otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana tema

dalam simposium nasional ini.

2. PERMASALAHAN KUALITAS
PELAYANAN PT]BLIK DI KALANGAN
PNS (BTROKRAST) Dr TNDONESIA

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di

kalangan PNS atau birokrasi di Indonesia selama ini
sudah sangat sering dilakukan. Namun sayangnya

upaya perbaikan loralitas pelayanan publik tersebut

tampaknya belum mangalami perubahan dan

peningkatan yang begitu berarti, baik perbaikan

terhadap inefektifitas dan maupun inefisiensi
administasi. Menurut AMul Wahab (1999), pada

kebanyakan kasus di sektor pemerintahan, karakter
pelapnannya cenderung terlalu birokratik dan

bersifat monopolistik. Kondisi ini jelas

menunjukkan batrwa kualitas pelayanan publik
aparatur birolaasi yang baih yang memenuhi
kriteria responsivitas, responsibilitas, dan

akutabilitas, belum terlaksana secara optimal.
Padahal tugas utama dari pemerintah (aparat

birokrasi) bagr rakyatnya adalah memberikan
pelayanan yang prima dalam rangka memenuhi
keperluan yang diinginkan oleh masyarakat (Sutopo

& Suryanto,2003).
Di satu sisi, kualitas pelayanan publik dari

aparatur birokrasi pemerintahan (PNS), baik di pusat

ataupun di daerah, aktrir-akhir ini memang terlihat
jauh lebih baik bila dibandingkan dengan keadaan

beberapa dekade lang lalu. Namun pada sisi lain di
kalangan pernerintatr, terutama pernerintah daerah,

masih terlihat para aparat birokasi yang bersikap

lSBN : 97 8 -60 2 -97 3 65 -X-X

formalistik. Prosedur birokrasi yang terlalu berbelit-

belit dan kadang-kadang menjengkelkan masyarakat

masih sering terlihat di berbagai instansi.
Penilaian tentang rendahnya kualitas kinerja

birokrasi publik di Indonesia pernah diberikan oleh

World Economic Forum WF) dan International
Institute for Monagement. Berdasarkan laporan yang

dimuat dalam World Competitiveness Report 1995

terlihat bahwa kualitas pelayanan publik di
Indonesia menempati peringkat ke 3l dari 38 negara

yang disurvei. Peringkat kualitas pelayanan publik
Indonesia yang rendah itu menurut Pusat Data
Bisnis Indonesia disebabkan oleh besarnya jumlah

pegawai tanpa diimbangi oleh profesionalisme yang

memadai @ffendi, 1996).
Rendah dan buruknya kualitas pelayanan publik

di Indonesia juga pernah diungkapkan oleh hasil
penelitian mengenai ranking negara-negara Asia
dalam implementasi good governance yang

dilakukan oleh PERC (Political and Ecoqomic Risk
Consultancy) dan Price llater House Cooper pada

tahun 2001. Menurut pe,nelitian itu birokrasi di
Indonesia dinilai termasuk yang terburuk 6[3a !6lrrm
mengalami perbaikao yang berarti dibandingkan
dengan keadaan pada tahun 1999 awal mulanya

reformasi birolaasi dicanangkan di lndonesia.

Menurut penelitian itu Indonesia berada pada

ranking ke-89 dari 9l negara yang disurvei dalam

kategori korupsi dan birokasi. Sementara dari sisi

daya saing (competitiveness), Indonesia menanpati
urutan ke-49 dari 49 negara yang disurvei
(Mustopadidjaja, 2006; Soebhan, 2006). Dsamping
itu menurut Siagian (1994), reirdahnya kualitas
pelayanan publik dari aparat birolcrasi di lndonesia

antara lain disebabkan oleh merajalelanya spoil
system dalam penerimaan, pengangkatan,

penempatan, dan promosi Pegawai.
Rendah dan buruknp kualitas pelayanan publik

di Indonesia juga dike,mukakan oleh Sutopo & Adi
Suryanto (2003). Menurut mereka, implementasi
pelayanan prima dalam pelayanan publik di
Indmesia mengalami berbagai masalah. Masalah

tersebut antara lain sulitrya merubah kondisi dan

mental aparatur yang zudah sedemikian larna hrang
memposisikan dirinya sebagai pelayan publilq tetapi

lebih merasa sebagai kelompok elit masyarakat png
memainkan peran memerintah' Dalam hal ini
muncul anggapan bahwa mereka harus dilapni
daripada melayani. Kondisi ini senada dengan apa

yang dikemukakan oleh Miftah Thoha (2006) bahwa

para pemimpin atau birokrat di Indonesia lebih

menyenangi kekuasaan daripada melayani dan

memperhatikan kepentingan rakyatnya. Masalah

yang sering muncul adalah sikap aParatur )xang

kurang memiliki komituen terhadap pelayanan

kepada masyarakat dan lebih me,me,ntingkan

pelayanan kepada atasan yang mungkin saja berbeda

dengan kebutuhan masyarakat. Keadaan seperti ini
diakui pula oleh Menteri Negara Pendayagunaan

t48l
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Aparatur Negara yang menyatakan bahawa 55
persen dari total jumlah PNS di Indonesia
mempunyai prestasi kerja yang buruk dan
berkualitas rendah (Harian Kompas, 12 Januari
2007).

Gelombang reformasi yang terjadi dalam
pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1998
sebenamya telah memberikan harapan baru bagi
bangsa Indonesia untuk menata sistem birokasi
pemerintahan yang lebih baik. Berbagai harapan dan
tuntutan dari masyarakat akan terwujudnya kinerja
yang baik dan bermutu dari para aparatur
pemerintahan semakin meningkat dan muncul di
mana-mana. Kondisi ini tentunya harus menjadi
perhatian serius dari pemerintah. Aparatur
pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,
seharusnya bersikap bijaksana dengan melakukan
berbagai perubahan, reorganisasi struktur, dan
perbaikan kualitas pelayanan publik dan
produltivitas kinerja para aparatur pemerintah
(pegawai), termasuk dalam hal sistem perencanaan
kepegawaian atau sistem rekrutmen dan seleksi
pegawai baru.

Namun dalam kenyataannya peluang reformasi
tersebut ternyata tidak digunakan oleh pemerintah
lndonesia secara optimal untuk memperbaiki ciha
dan paras birokrasi di Indonesia. Ketidakmampuan
pemerintah lndonesia untuk melalrukan perubahan
strukhrr, nonna, nilai, dan regulasi kepegawaian
negara telah menyebabkan gagalnya upaya untuk
memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Kualitas kineda birokrasi dalam memberikan
pelayanan publik yang prima kelihatannya semakin
jauh dari harapan masyarakat.

3. MOTTVASI PELAYANAN PT]BLIK DI
KALANGAN BIROKRASI (PNS) DALAM
PERSPEKTTF TEORI PUBLIC SERWCE
MOTTVATTON (PSVD

Pennasalahan motivasi pelapnan publik dalam
pelalsanaan pelayanan oleh birokrasi @NS) sangatlah
penting dipahami dan diperhatikan karena ia sangat
meirentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas
seorang pegawai. Motivasi dalam pekerjaan
pelayanan pegawai publik ini telah sering menjadi
perhatian brnpk peneliti karena ia berhubungan
sangat erat dengan prestasi kerja seseorang atau
organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya.
Permasalahan motivasi pelayanan publik (Public
Senrice Motivation) ini telah sering menjadi topik
kajian para peneliti di Barat dalam upaya mencari dan
mernahami korrsep ideal bagi pelapnan publik dan
dalam rargka pengembangan ilrnu administasi dan
manajemen publik

Walaupun tidak ada kesepakatan mengenai
definisi Public Service Motivation (PSM) di
kalangan para peneliti, namun untuk kepentingan
pembahasan makalah ini patut diperhatikan definisi
yang dikemukakan oleh Perry dan Wise (1990) dan
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Crewson (1997). Perry dan Wise mendefinisikan
PSM sebagai kecenderungan seseorang individu
merespons motif yang secara unik dan biasanya
terdapat dalam intistusi-institusi publik. Perry dan
lWise telah melakukan beberapa penelitian terhadap
para pekerja sektor publik dan para pekerja sukarela
(volunteer$ di Amerika Serikat. Motivasi itu
berkenaan dengan empat dimensi, iaitu: l)
ketertarikan terhad?p pembuatan kebijakan publik
(attraction to public policy making), 2) tanggung
jawab terhadap kepentingan publik dan kewajiban
sebagai warga negara (commitment to public interest
and civic duty\, 3) perasaan keharuan atau kasihan
(compassion), dan 4) sikap pengorbanan diri (sely'
sacrifice) (Perry dan Wise, 1990). Keempat dimensi
inilah yang pada umumnya terdapat di kalangan para
pegawai di berbagai institusi sektor publik Sdangkan
Crewson menganukakan bahwa PSM adalah
orientasi pelay,anan seseorang individu - minus
orientasi ekonomis supaya berguna bag
maslarakat, orie,lrtasi untuk menolong orang lain,
dan semangat untuk memperoleh prestasi yang
bersifat intrinsik atau yang berorientasi pelayanan
(s erttic e oie nt at i on\.

Dimensi pertama m€nunrt Perry dan Wise erat
kaitarmp dengan motivasi rmtukmencapai pre$asi png
merrungkinkan sesesmg individu manperol&
kepuasan batin/pribadi. Dimensi kedua erat kaitannp
dengan motif atau keinginan untuk melapni
kepentingan publik png dapat berrya kepartingan
individu dalam program atau pelalanan publik tertenUr
disebabkan adanp pendirian atau kepkinan ),ang tulus
dan kasih sa)ang terhadap kepentingan smial Sikry
kasih sapng tersetut juga erat kaitannp dengan
dimensi ketig4 yartu compassion. Motif ini dicirilon
oleh adanya keinginan rmhrk menolcng orang lain.
Artinya, motif ini mencakupi sifit mmentingkm
kepentingan aang lain (altruiyr), sikap ilort merasakm
p€rasaau oang lain (enpotly\, moral (moml
convb tion), dan keinginan-kangjnn prosocial lainn)ra
Sementara dimensi keempa! ),aitu self-srcifrce,
marcalapi sikap kecintaan pada'anah ar Qntrbtism),
tanggung jawab kepada tup;N (duty), dan kesetiaan
(l oyalty) kepada negara

Purdapat ini juga didukung oleh Brewer et.al.
(2000) yang mengungkapkan batrwa sebagian
individu merniliki nonna dan srnssi yang kuat untuk
mengaMi pada sektor publik Motivasi atau etika
pelayanan publik ini dipandang dapat menarik
individu-individu tertentu untuk mengabdi di sektor
publik dan membantu mewujudkan perilaku kerja
(work beha,ior) yang konsisten dengan kepurtingan
publik. Sementara m€nurut Rainey (1997), selarna
lebih dari tiga dekade yang lalu beberapa hasil
penelitian menunjukkan bahwa para pegawai di
sektor publik menanpatkan penilaian lebih rendah
terhadap ganjaran keuangan dan meneinpatkan
penilaian lebih tinggi terhadap sifat altruistic atau
motif yang berke,naan dengan pelayanan publik.
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Di sisi lain, Crewson (1997) menemukan bahwa
para pegawai di sektor publik meletakkan nilai yang
lebih tinggi untuk memberikan pelalanan kepada
maslarakat dibandingkan para pegawai di sektor
swasta. Sementara kwis dan Alonso (2001) dalam
penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapatnya
hubungan yang positif antara motivasi pelalanan
publik dan kiroju Qterformance) pegawai. Pendapat
ini juga didukwrg oleh Houston (2000) yanC
menptakan bahawa para pegawai di sektor publik
memberikan penilaian png lebih tinggi terhadap
ganjaran kerja lang bersifat instrinsik dibandingkan
ganjaran yang bersifrt elstrinsik IIal ini berarti bahwa
para pegawai pada organisasi-organisasi publik
(pemerintahan) nampalnya lebih termotivasi oleh
kepedulian kepada masyarakat dan keinginan untuk
memhrikan pelayanan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan beberapa lssri den hasil penelitian
di atas dapat dipahami bahwa seyogyanya motivasi
yang seharusnla terdapat di kalangan para pegawai
publik atau PNS adalah motivasi yang lebih
mementingkan kepentingan untuk mengaMi kepada
kepentingan publik atau motivasi yang berifat
intrinsih dan bukannya motivasi yang mengarah
kepada perilaku yang bertentangan dengan
kebutuhan dan kepentingan publik Seorang PNS
seharusnla selalu meletakkan kepentingan publik
jauh berada di atas kepentingan pribadi dan
seharusnya berperilaku sebagai pelayan dan
bukannya minta dila)rani oleh publil sebagaimana
yang lebih sering terkesan dan banyak terjadi selaura
ini di kalangan para birokrasi (PNS) di Indonesia.

Pada bagian lain dalam kajiannya Perryda.r Wise
(1990) menernukan bahwa tingkat dao tip" motivasi
pelapnan publik di kalangan pegawai sektor publik
merniliki hubungan 1ang sipifikan tahadap pilihan
pekerjaan (lob choic) dan prestasi kerja (lrb
performance) seorang pegawai pubhlq serta tertradap
efektifitas organisasi dalam meircapai tujuannp. tlal
ini b€rarti bahwa serrakin tinggi tinglst PSM seorang
individu rnaka akan semakiu tinggi pula keinginannp
untuk memilih p"kerjau" (bekerja) pada organisasi
sektc publik. Selain ih1 seseorang individu png
merniliki tingkat PSM yang tinggi akan menrmjukkan
prestasi kerja y*rg berarti dalam berbagai pekerjaan
png berhubtrngan de,lrean keadilan sosial, kesetiaan
k pudu negar4 dan program sosial kerrasprakatan.
Selanjuhp keduanla juga menernukan bahwa
organisasi-organisasi publik yang merekrut para
pegawai png merniliki tinCkat PSM lang tinggi
tidaklah terlalu tergantung kepada sistem insentifatau
ganjaran keuangan untuk mendcrrong dan mengelola
para pegawainp dalam mencapai prestasi kerja dan
keberhasialan oneanisasin),a.

Dalarn penelitian lainnya Perry (2000)
mengernukakan bahawa pendormg utama bagr
seseoftrng untuk bekerja pada sektor publik adalah
karena adanya berbagai kepeirtingan yang menarik
perhatian mereka terhadap pelayanan publik
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Kepentingan-kepentingan tersebut mungkin saja
berbeda dari kepentingan mereka yang berkerja pada
sektor swasta. Artinya, motivasi para pekerja di sektor
publik lebih memandang faktor ganjaran yang bersifat
rnon materi (non-keuangan) lebih tinggi daripada
ganjaran yang bersifat matei (keuangan). Kondisi ini
berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor swasta
yang menjadikan kepentingan utama terhadap faktor
ganjaran bersifat materi (keuangan) ketimbang
ganjaran non materi (non-keuangan). Motivasi
pelayanan publilq menurut Perry dan Wise (1990),
secara umum terkait dengan orientasi normatif seperti
keinginan unnrk mengaMi kepada kepentingan publik
atau keadilan sssi6l dan ia tidak memerlukan sistern
insentif atau ganjaran yang bermanfrat untuk
mendorong perilaku para pegawai publik

Selanjutnya Crewson (1997), dengan
menggunakan data dari General Social Surveys,
Federal Empoyee Attitude Survqts, dan the Institute of
Electronic and Electrical Engheers, menyimpulkm
bahwa para pegawai di sektor publik memberikan
penilaian png lehih tinggi rmtuk mengabdi kepada
maqrarakat dibandingkan para pegawai di sektor
swasta. Pendapat ini juga disokong oleh Hcuston
(2000) dan Crewson (1997) fang menptakan bahwa
para pegawai di sektor publik memberikan penilaian
yang lebih tinggi terhadap ganjarm kerja yang bersifrt
inskinsik dalam benhrk per,capaim (prestasi) kerja dan
harga diri ketimbang ganjaran png bersifrt ekstrinsik
seperti gaji, prcrrnosi jabatan, keamanan kerja, status
dan prestise. IIal ini berarti bahwa para pegawai pada
organisasi-organisasi atau lembagaJernbaga
pemerintahan nampaknp lebih terrnotivasi oletr
kepedulian kepada masprakat dan keinginm untuk
mengaMi bagi kepentingan publik

Berdasarkm heberapa hasil kajian ters€hrt di
atas, secara umum dapat dipahmi bahwa para
pegawai di sektu publik seharusnya lebih
mementingkan dan tennotivasi oleh ganjran intinsik
dibandingkan dengan para pegarr:ai di s*tor swasta.
Para pegawai di sektor swasta lebih sering terfokus
kepada motivasi unhrk mendrpatkan ganjarm yng
b€rsifat ekstrinsilq seperti ganjaran dalam bentuk gaji
yang tinggi, promci jabatan, status dan prestise, den
sebagainla. Motivasi terhadap gmjaran ekstinsik bagi
pegawai di sektm publik tidak lah begitu penting
dibandingkan dengan ganjaran png bersifit inrinsih
seperti pencapaian kerja, kepuasan kerja, harga diri,
dan sebagainya.

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami
bahwa motivasi pelayanan publik ),ang b€rlaku di
kalangan para pegawai publik di berbagai negara,
terutama pada negara-negara maju di Barat Srang
menganut teori motivasi modern, lebih banyak
didorong oleh keinginan untuk mendapatkan
ganjaran non-materi atau ganjaran-ganjaran bersifrt
infinsik lainnya, seperti keinginan mengaMi kepada
masyarakat dan negara, dan melalui dorongan atau
keinginan seperti ini lah mereka akan termotivasi
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untuk memperoleh prestasi kerja dan kepuasan kerja
dalam bentuk kepuasan batin.

Namun apabila dibandingkan dengan kondisi
di Indonesia, keadaannya pada umumnya akan
berbanding terbalik. Artinya, motivasi yang dimiliki
oleh para pegawai publik (PNS) lebih banyak
berorientasi kepada motivasi untuk mengharapkan
ganjaran yang lebih bersifat eksrinsik serta
memberikan pe,r:ilaian yang lebih tinggi terhadap
ganjaran ekstrinsik tersebut, seperti keinginan
mendapatkan gaji yang tinggi, jabatan, keamanan
kerja dan jaminan hari tua yang lebih murjanjikan
(dapat pensiunan), status dan prestise, dan
sebagainya ketimbang ganjaran yang bersifat
intinsi( seperti prestasi kerja, kepuasan kerja atau
kepuasan batin karena telah berhasil mengabdi
kepada publik. Dengan kata lain, motivasi para
pekerja sektor publik di lndonesia kelihatannya lebih
memandrng faktor ganjaran yang bersifat materi
(keuangan) lebih tinggi daripada ganjaran yang
bersifat non-matei (non-keuangan).

Selanjuhla orientasi para pegawai sektor publik
di Indoensia dalam pemberian layanan kelihatannla
mereka memberikan penilaian yang lebih rendah untuk
mengaMi kepada masprakat dibandingkan para
pegawai di sektor swasta. Artinya bahwa para pegawai
pada organisasi-organisasi atau lembaga-lernbaga
pemerintatran nampaknp lebih termotivasi oleh
pemenuhan kepentingan pnibadi ketimbang kepedulian
kepada maqarakat dan keinginan wrtuk mengaMi bagi
kepentingan publik. Implikasi dari hal ini antara lain
tedihat dari kurangnla pelayar,an prima png dijumpai
pada sebagian besar sektor publik bila dibandingkan
dengan pelalanan di sektor swasta.

4. URGENSI MOTIVASI PELAYANAI\ PI.]BLIK
DALA]VI MEWI]JI]DKAII PELAYAI\AI\
PTJBLIKYANG PRIMA

Eko Prasojo (2006) mengemukakan akar
permasalahan buruknya birokrasi atau kepegawaian
negara di Indonesia pada prinsipnya terdiri dari dua
hal penting. Pertama, persoalan internal sistern
kepegawaian negara itu sendiri yang dapat dilihat
dari subsistem )ang membentuk kepegawaian
negara. Subsistem ini antara lain adalah proses
rekruhnen dan seleksi pegawai. Kegagalan
pemerintah untuk melakukan reformasi terkait
dengan proses rekrutnen dan seleksi pegawai ini
telah melahirkan para birokrat yang dicirikan oleh
kerusakan moral (moral hazzard) dan kesenjangan
kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung-
jawabnya (lack of competencies), karena proses
rekrutmen dan seleksi belum dilakukan secara
profesional dan masih diwarnai oleh kolusi, korupsi,
dan nepotisme. Kedua, persoalan ekstemal png
mempengaruhi fungsi dan profesionalisme
kepegawaian negara. Hal ini dapat dilihat dari segi
kekuatan eksternal yang mendorong terjadinya
intervensi politik dalam proses rekrutnen dan
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seleksi pegawai negeri. Keinginan pihak-pihak
tertentu untuk menjadikan birokrasi sebagai mesin
politik juga ikut mempengaruhi sulitrya melakukan
reformasi dalam rekrutnen dan seleksi pNS.

Salah satu aspek yang sangat perlu
dipertimbangkan oleh aparatur pemerintahan dalam
sistem perencanaan atau rekrutnen dan seleksi
pegawai baru adalah aspek motivasi dari para calon
pegawai untuk memasuki dunia kerja barunya
sebagai PNS. Aspek motivasi menjadi pNS ini
sangatlah perlu dipertimbangkan karena motivasi
yang baik dan tulus dari para calon pegawai untuk
menjadi PNS sebagai aparatur negara dan abdi
masyarakat akan sangat merentukan tingkat kualitas
dan sekaligus produktivitas kinerjanya nantinya pada
saat mereka telah menjadi PNS. Artinya, orang yang
ingin menjadi PNS karena didorong oleh motivasi
ingin mengabdi masyrarakat atau motivasi peloyanan
publik yang tinggi tentu saja diharapkan akan lebih
baik kualitas dan produktivitas kerjanp
dibandingkan dengan orang y"ang memiliki motivasi
pelayanan publik yang rendah atau motivasi
menjadi PNS hanp kareira didorong oleh motivasi
ingin memperoleh kekayaan, mengharapkan
kompensasi, jaminan hari tua, atau status dan
prestise dalam masyarakal

Disamping itu, proses rekrutmen dan seleksi
PNS selama ini cendenmg diwarnai oleh
ketidakseriusan dari pemerintah dan tidak
mencerminkan maksud )ang tulus untuk
memperoleh PNS png bermutu. Menurut Agus
Dwiyanto (20M: Kompas 4 Desember 2004), selama
ini sistem perekrutan PNS tidak jelas, tidak
transparan, dan sarat dengan KKN. Selain seleksi
yang tidak berbasis kompetensi, kota/kabupaten
sering melakukan manipulasi kursi peluang pNS.
Berdasarkan penelitiannS,a terungkap bahwa banyak
kabupaten yang menjual kursi formasi pegawai, di
antaranya dilakukan deirgan cura menerapkan
pensiun dini bagi guru-guru, agar pejabat bisa
menjual formasi tersebut. Me,nurutnya pula bahwa
hampir 99 persen di daerah terindikasi adanya KKN
dalam proses perekrutan PNS. Disamping itq dalam
situasi krisis multidimensi png ditandai oleh makin
tingginp tingkat pengangguran <ian gaji yang relatif
kecil tidak menjadi penghalang motivasi mereka
untuk mengejar status PNS.

Keadaan )xang sama juga dikemukakan oleh
Ismanto (2006), Muslimin B. Puha (2006), dan
Somi Awan (2006). Menurut mereka bahwa dalam
kenyataan di lapangan masalah rekrutnen PNS
cenderung tidak mengernukakan kemampuan
personal tetapi lebih mengutamakan kekerabatan
atau pertunanan (nepotism system). Model birokrasi
pakimonial yang mengandalkan patonase,
hubungan pertemanan, kskex'n!3tan, dan kedekatan
psikologis masih sering terjadi dalam paras birokrasi
Indonesia masa kini, termasuk dalam hal seleksi
calon PNS. Dalam setiap proses pengadaan,
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rekrutmen, dan seleksi calon pNS banyak dijumpai
para oknum pejabat, legislati[ dan para calo yang
menitipkan sejumlah nama dan nomor ujian kepada
pihak panitia agar supaya diperhatikan dan
diluluskan menjadi PNS. Praktik-praktik semacam
ini tentu saja dapat berdampak kepada pada semakin
tidak efektifrrya kinerja birokrasi.

Kondisi-kondisi yang dijelaskan di atas jelas
merupakan sesuatu yang sangat ironis bila dikaitkan
dengan keinginan pemerintah untuk memperbaiki
kualitas pelayanan punlik dan kinerja aparatur
birokrasi. Bagaimana mungkin keinginan untuk
memperbaiki loralitas pelayanan publik dan kinerja
aparahr birokrasi dapat terwujud bila dalam proses
seleksinya sudah diawali dengan cara-cara yang
tidak patut. Bagaimana mungkin tugas sebagai
aparatur negara dan abdi masyarakat akan terlaksana
dengan baik bila sumber daya manusia yang direkrut
dan diseleksi tidak memenuhi persyaratan, baik dari
segi kemampuan maupun motivasi pelayanan publik
yang tinggi dan tulus.

Berdasarkan hasil studi berbagai literahr, pada
dasarnya terdapat beberapa hal yang menyebabkan
seseorang begitu tertarik atau termotivasi meirjadi
PNS di Indonesia karena ia melihat dan
mengharapkan beberapa keuntungan bila seandainya
ia menjadi PNS. Awangga (2005) berpendapat
bahwa beberapa keuntungan yang -rrrrgtio
diharapkan oleh seseoraug untuk menjadi pNS
adalah: 1) Adanya jaminan keemanan kerja; 2)
Adanya perlindungan dari PHK; 3) Adanya:ti*i
karir yang jelas; 4) Adanya peluang promosi jabitan;
5) Adanya peluang peningkatan sumber dap
manusia; dan 6) Adanya kepastian gaji. Selain itu,
menurut Adi Arifin (2006), ada beberapa alasan
mengapa orang termotivasi untuk menjadi pegawai
pemerintah atau PNS, antara lain karena: l) iugin
hidup aman dan nyaman, 2) mengharapkan pensiun,
3) ingn menjadi ka1a, atau a) ingin memperoleh
kebanggaan atau status sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas jelaslah
bahwa motivasi seseorang untuk menjadi pNS di
Indonesia sangatlah beragam. Keberagaman
motivasi menjadi PNS ini jelas akan berdampak
pada keberagaman kualitas dan produktivitas kinerja
yang ditampilkan oleh para pegawai pada saat
mereka menjadi PNS nantinp. padahal aspek
motivasi terhadap suatu pekerjaan sangat penting
arti dan pengaruhnya terhadap kualitai dan
produktivitas kinerja. Artinya, motivasi yang tinggr
dan tulus sebagai abdi masyarakar (pelayan publik)
bagi seorang calon PNS akan sangat berpengaruh

lerhadap kinerjanp pada saat ia menjadi aparatur
(pegawai) pemerintahan nantinya. SelanJutnya,
semakin tinggi motivasi pelayanan publik dan
kinerja aparatur pemerintahan maka lieperca)xaan
masyarakat terhadap kinerja dan wibawa pemerintah
akan semakin tinggi pula. Sebailknya, biia motivasi
pelayanan publik dan kinerja aparahu pemerintahan

rendah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadnp
kinerja dan wibawa pemerintah akan semakin
menurun pula.
, Sebenamya dalam upaya memperbaiki dan
meningkatkan kinerja aparatur pemerintah selama
ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan
untuk para aparaturnya seperti melalui perbaikan
kesejahteraan, peningkatan kernampuan sumber
daya aparatur, perbaikan sistem promosi jabatan,
penerapan aturan disiplin, dan sebagainya. Kesemua
upalia ini diharapkan akan dapat menciptakan
aparatur pemerintah yang bermutu, profesional,
responsif, akuntabel, berdedikasi tirgg, dan
bertanggung jawab terhadap tugas yang mexljadi
kewajibannya. Namun, tanpa nrlanya motivasi
pelayanan publik yang tinggi dan tulus dari para
aparatur dalam memposisikan diri mereka sebagai
aparatur negara dan aMi masyarakat yang
berkewajiban memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat maka upaya dari pemerintah
dimaksud tidak akan membuahkan hasil, dan
motivasi pelalanan publik yang tinggi dan tulus ini
tentu sudah harus dipertimbangkan semenjak
seseorang direkrut dan diseleksi menjadi pNS.

Dalam pere,nqmrrn atau rekrutrn6xl dan seleksi
calon PNS selama ini, pemerintah lebih banlak
mempertimbangkan kemampuan daripada kenauan
atau motivasi. Padahal untuk menjadi pNS, persoalan
motivasi pelayanan publik sangatlah pedu
dipertimbangkan. Disamping itu, pekerjaan sebagai
PNS adalah pekerjaan png diperlukan dalam jangka
waktu yang lama dan menyangkut kepeduan orang
banyak (publik). Hal ini b€rteda dengan pekdaan
!9bug* pegawai swasta png sangat mudah terjadinp
PHK dan mungkin hanp diperlukan untuk jangka
waktu se,mentara.

Titik berat relsutueo dan seleksi terhadap
kemampuan ini dapat dilihl 6r.1 berbagai p€rslarata
yang sering dan pada umumnp diminta dari para calon
tenaqa kda pada saat mereka direkrut, sqerti
pexldidikan minimal, pengalaman, keahlian atau
ketampilan lhusus, upah atau gaji yang ditawarkan,
status perkawinan, keterangan kesehataq dan

_sheuio) Ujian seleksi png dilakukan juga lebih
banlak difokuskan pada ujian pengetahuar, sikap,
kcpribadim, bakat, dan ketampilan. Kalaupun
dilahkan wawancar4 nimm selama ini ada kesan
bahwa wawrmcara hanp dilakukan secara asal-asalan
dan tidak menjruus kepada persoalan motivasi calon
pegawai memasuki pekerjaan barunp. Wawancara
juga kelihatmnp lebih banpk t€rfokus pada persoalan
),ang menlangkut pengetahuan, sikap, kepribadim, dan
kehampilm para calon pegawai.

Kondisi ini senada dengan pendapat png
dikemukakan oleh Fanani (2005) bahwa ujian masuk
PNS pada masa sekarang ini lebih cenderung
bersifat dan me,njurus kepada pengujian kemampuan
intelektual yang akan mengujikan berbagai varian
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ujian yang sifatnya akademis dan kognitif. Kalaupuu
dilakukan ujian terhadap aspek psikologis atau
kepribadian, namun biasanya aspek psikologis yang
diuji hanya meliputi kepribadian, sikap kerja, dan
kepemimpinan. Artinya, persoalan tentang motivasi
seorang calon PNS untuk menjadi PNS jarang digali
dan dipertanyakan kepada para calon PNS. Hal ini,
di satu sisi, memang dapat dimaklumi karena para
peserta ujian seleksi yang cukup banyak, sementara
waktu yang diperlukan dalam menggali dan menilai
motivasi seseorang melalui wawancara tidak lah
memungkinkan karena waktu yang sedikit dan
sempit. Disamping itu, pertanyaan dalam wawancara
kadang-kadang tidak begitu relevan dengan maksud
wawancara. Padahal wawancara sebenamya dapat
digunakan untuk memperoleh masukan tambahan
tentang diri para calon pegawai, terutama yang
menyangkut persepsi, nilai-nilai yang dianut, dan

kepribadian, termasuk motivasinya mereka menjadi
PNS.

Selain itu, tidak jarang pula terjadi bahwa
wawancara lebih terkesan subjektif karena sering
diwamai oleh persepsi, anggapan, kondisi mental,
dan pengetahuan pewawancNa (interviewer). Hal ini
mungkin dapat dimengerti karena pada umurnnya
pewawancara bukanlah ahli jiwa (psikolog). Padahal
untuk dapat menggali, mengetahui, dan menilai
berbagai persoalan yang menyangkut motivasi,
persq)si, kepribadian, sikap, dan aspek kejiwaan
lainnya dari seseorang sebaiknya dilakukan oleh
orang yang memiliki keahlian dalam ilmu kejiwaan
(psikologi).

5. PENUTUP

Dari penjelasan pada uraian lqdahulu dapat

dipahami bahwa randahnp kualitas pelayanan
publik di kalangan aparahr pemerintahan pada

berbagai instansi pemerintahan antara lain tidak
terlepas dari rendahnya motivasi pelayanan publik di
kalangan para aparatur (pegawai) dalam pelaksanaan
tugasnya atau pekerjaan yang menjadi kewajibannya
sebagai PNS. Namun patut diduga bahwa rendatrnya
motivasi kerja pegawai tersebut mungkin saja erat

kaitannya dengan persoalan motivasi pelayanan
publik yang mereka miliki pada saat mereka
diseleksi dan direkrut atau pada saat mereka pertama
kali merrasuki pekerjaan sebagai PNS sebagaimana
dikemukakan sebelumnya.

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
di kalangan aparatur pemerintah, faktor sumber daya

manusia sebagai pelaksananya sangatlatr penting
dibina dan dipersiapkan. Sumber dala manusia
sangat menentukan keberhasilan kinerja dan kualitas
pelayanan suatu organsiasi disamping manajemen,
fasilitas, atau kepemimpinan dalam organisasi png
bersangkutan. Kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan sangat tergantung pada kesempurnaan
aparatur negara, ktrususnya PNS.
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Lemah dan buruknya sistem dan pola rekrutmen
dan seleksi pegawai, antara lain karena kurang
diperhatikannya aspek motivasi pelalanan publik png
dimiliki calon pegawai, diduga berdampak terhadap
rendahnya mutu kinerja aparat birokrasi publik di
Indonesia. Rendahnya mutu kinerja aparat birokrasi ini
tentu saja akan berakibat pada terwujudnya
kesenjangan antara harapan masyarakat akan kualitas
pelayanan publik yang prima dengan kenyataan riil
yang mereka hadapi di lapangan, karena mereka masih
banyak menjumpai pelayanan aparatur yang kurang
ramah, kurang bergairah, proses birokrasi yang
berbelit-belit, motivasi kerja aparahu yang rendah,

kemampuan aparatur yang kurang memadai, s-uasana

pelayanan dan budala kerja yang kurang kondusifdan
sebagainya.

Tulisan singkat mengenai Urgensi Public
Service Motivation dalam Mewujudkan Pelayanan
Publik yang Prima ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait
terutama Pemerintah Daerah, dalam rangka
penentuan kebijakan dan sistem atau model
rekruhneir dan seleksi pegawai yang tepat dan dapat
dijadikan sebagai pilihan efektif dalam penerimaan
PNS agar kualitas kinerja para PNS dapat menjadi
lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
Disamping itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi
salah satu alternatif dan pertimbangan pemikiran
dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang
prima seiring dengan dilakukannya perbaikan dalam
sistem rekrutnen dan seleksi CPNS yang diharapkan
lebih memperhatikan dan mempertimbangkan
persoalan motivasi pelayanan publik yang dimiliki
oleh CPNS dengan mengembangkan instrumen
khusus dalam rekrutmen dan seleksi CPNS.
Disamping itu pembinaan motivasi pelayanan publik
di kalangan PNS yang sudrh ada juga terus
ditingkatkan di masa d.pun, antara lain dengan
menge,mbangkaa assessment tools khusus dalam
rangka memantau, mengontrol, dan membina
motivasi pelayanan publik di kalangan PNS, seperti
model mystery shopping yang sering digunakan
dalam instansi-instansi swasta.
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